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Abstact

Sidoarjo Regency, one of the areas that has a relatively large population, which does not rule out the
possibility that every road, bend or turnaround always experiences traffic jams starting from the large volume
of vehicles which eventually emerges the presence of Traffic Control Volunteers (Supeltas) or commonly known
as the Cepek Police who took over the role of the Police in requlating Traffic. The existence of Supeltas is quite
mushrooming everywhere, so there are many pros and cons that have sprung up. Not a few say that its presence
everywhere only causes congestion and is not effective for traffic activities because there are already official
parties who have the authority to requlate, but there are also those who think that their presence is necessary
because there are locations that are prone to accidents, so the role of Supeltas is very important. Article 256
paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and
Transportation states that basically the community has the right to play a role in monitoring and guarding,
safety, order and smooth traffic. In general, in various regions in Indonesia, there are many regulations that
prohibit the existence of Supeltas, but also not all regions regulate the existence of Supeltas, here the author
compares the existence of Supeltas in Sidoarjo with Surabaya. The city of Surabaya, the existence of Supeltas
is requlated in Article 6 paragraph (1) of the Regional Regulation of the City of Surabaya No. 2 of 2020
concerning peace and public order, states that there is a prohibition for any person or group to requlate traffic
without any authority and there are sanctions if there are violations. Meanwhile in Sidoarjo Regency, Sidaorjo
Regency Regulation No. 10 of 2013 concerning public order and public peace (Sidoarjo Regency Regulation
No. 10 of 2013) only regulates that a person or entity is obliged to create and preserve order and comfort, does
not clearly regulate the existence of Supeltas.

Keywords : Order, Traffic Control Volunteer, Role
Abstrak

Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah dengan jumlah penduduk yang yang tergolong
banyak, yang tidak menutup kemungkinan bahwa setiap jalan, tikungan maupun putar balik arah
selalu mengalami kemacetan yang bermula dari banyaknya volume kendaraan yang pada akhirnya
muncul keberadaan Sukarelawan Pengatur Lalu lintas (Supeltas) atau yang biasa dikenal sebagai
Polisi Cepek yang mengambil alih peran Polisi dalam mengatur Lalu-lintas. Keberadaan Supeltas
yang cukup menjamur dimana-mana, sehingga banyak pro dan kontra yang bermunculan. Tidak
sedikit yang mengatakan bahwa keberadaannya dimana-mana hanya menyebabkan kemacetan dan
tidak efektif bagi aktivitas lalu-lintas karena sudah ada pihak resmi yang memiliki kewenangan
mengatur, tetapi ada pula yang menganggap keberadaan mereka diperlukan karena terdapat lokasi
yang memang rawan kecelakaan sehingga peran Supeltas sangat penting. Pasal 256 ayat (1)
Undang-undang Republik Indonesia tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa
pada dasarnya masyarakat berhak untuk berperan dalam pemantauan dan penjagaan, keselamatan,
ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Secara umum di berbagai daerah di Indonesia banyak
pengaturan yang berisi larangan mengenai keberadaan Supeltas, tetapi juga tidak semua daerah
mengatur akan keberadaan Supeltas, disini penulis melakukan perbandingan keberadaan Supeltas
di Sidoarjo dengan Surabaya. Kota Surabaya keberadaan Supeltas diatur pada Pasal 6 ayat (1)



Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020 tentang ketentraman dan ketertiban umum
menyebutkan bahwa adanya larangan bagi setiap orang atau kelompok melakukan pengaturan
lalu-lintas tanpa adanya kewenangan seta terdapat sanksi apabila terdapat pelanggaran. Sedangkan
Kabupaten Sidoarjo Peraturan Daerah Kabupaten Sidaorjo No.10 tahun 2013 tentang ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat (Perda Kab. Sidoarjo No.10 Tahun 2013) hanya mengatur
seseorang atau badan berkewajiban menciptakan serta melestarikan ketertiban dan kenyamanan
saja, tidak mengatur secara jelas tentang keberadaan Supeltas. Sehingga timbul permasalahan
terkait regulasi hukum bagi Supeltas.
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1. Latar Belakang Masalah

Daerah selalu berkembang terus menerus yang perkembangannya terdapat segala
aspek, yang mana juga aka nada timbulnya pula. Dalam perkembangannya selalu terdapat
perubahan perubahan yang dimuali dari perekonomian, sosial, politik, hingga kondisi fisik
yang mana terdapat pemerintahan sebagai pengatur kebijakan untuk mewujudkan kota
yang lebih baik. 'Perkembangan saat ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan, serta
juga pasti terdapat kemacetan yang relative tinggi disetiap saat terutama pada saat jam-jam
kerja yang mana merupakan kelemahan yang paling utama dalam permasalahan ini.
Kemacetan tersebut ialah dampak dari adanya pembangunan yang makin kini makin maju,
terutama tingginya perkembangan produksi kendaraan yang mana semakin banyak
kendaraan motor semakin meningkat pula kemacetan yang timbul, sehingga kegiatan lalu
lintas juga terganggu. Terutama di wilayah kota besar Indonesia yang salah satunya di
Kabupaten Sidoarjo yang merupakan kabupaten yang memiliki luas wilayah sekitar 591,59
km, dengan jumlah penduduk sekitar 2,267 juta jiwa yang merupakan kota atau kawasan
dengan jumlah penduduk yang padat dan memiliki berbagai kegiatan dengan segala macam
kegiatan. pekerjaan yang dimiliki warga di dalamnya, para pendatang yang datang ke
Sidoarjo tentunya tidak sedikit. Sidoarjo juga dikenal sebagai kota industri dan pusat
pertumbuhan ekonomi. Dengan jumlah penduduk yang relatif besar, hak ini tentunya juga
mempengaruhi kondisi lalu lintas di Sidoarjo, sehingga tidak menutup kemungkinan ruas
jalan, tikungan dan belokan di Sidoarjo selalu mengalami kemacetan dan kemacetan setiap
harinya yang mengakibatkan kurang terkendalinya arus lalu lintas. lalu lintas, karena setiap
hari masyarakat yang melakukan aktivitas dan kegiatan di jalanan.2 Pasal 256 ayat (1)
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan
Angkutan Jalan (UU No.22 Tahun 2009) menegaskan bahwa masyarakat berhak ikut serta
dalam mengatur lalulintas dan angkutan jalan. Peran masyarakat tersebut dimaksud
sebagaimana dalam Pasal 256 ayat (1) dan ayat (2) huruf a berupa: “Pemantauan dan
pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas”. Kemudian
berdasarkan Pasal 258 dijelaskan bahwa “masyarakat berkewajiban ikut andil dalam
pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, pembinaan etika dan disiplin berlalu lintas, serta
pada pemeliharaan keselamatan, keamanan, serta kelancaran lalu litas”. Bentuk partisipasi
masyarakat dapat berupa tindakan masyarakat dalam rangka mendukung tertib berlalu
lintas serta transportasi agar aktfitas lalu lintas menjadi aman, lancer dan kondusif. Namun
nyatanya di lapangan telah menunjukan bahwa pasrtisipasi tersebut lambat laun menjadi
hal yang negatif karena terdapat perubahan dalam hal fungsi, seperti kekacauan dan
menjadi Tindakan yang bisa disebut criminal karena terdapat pelanggaran hukum di
dalamnya. Pada beberapa daerah di Indonesia, tidak sedikit tindakan tawuran dan
pemaksaan atau pungli pun marak terjadi akibat pihak-pihak yang tak bertanggung jawab
terutama dilakukan oleh oknum-oknum jahat yang salah satunya juga berkedok peran
pengatur lalu lintas yang secara sukarela tersebut. Termasuk kemacetan lalu lintas karena
kurangnya pengetahuan tentang peraturan lalu lintas. Sementara itu, masih ada perbedaan
pendapat di antara masyarakat sendiri tentang keberadaan supeltas. Sudah ada instansi
resmi baik di kepolisian maupun di Dinas Perhubungan, sehingga beberapa orang
mengklaim bahwa supeltas semacam itu sama sekali tidak perlu. kemacetan lalu lintas yang
muncul karena kurangnya pemahaman mereka terkait pengaturan lalu lintas. Sedangkan di
pada kalangan masyarakat juga banyak terdapat perbedaan pandangan mengenai
keberadaan Supeltas. Ada yang berpendapat Supeltas sangat tidak berfungsi sama sekali
karena juga terdapat petugas resmi yang mengatur, yang mana baik pihak kepolisian
maupun dari Dinas Perhubungan.

! Tomy Michael, Soebagio Boerhan Negara Dan Eksistensinya Dalam Privasi Subjek Hukum, Jurnal Hukum
Magnum Opus Agustus 2020.Vol.3, No.2.

2 Rizky Novita Sari, Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Berbasis Pelestarian Lingkungan di Kabupaten
Sidoarjo, Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemsyarakatan, Vol.10, No.2



Adanya peraturan yang mengatur mengenai itu, ternyata juga terdapat banyak
masyarakat umum yang belum memahami bahkan belum tahu karena masyarakat sudah
terbiasa dengan adanya Supeltas yang biasanya membantu mengatur kemacetan dengan
upah uang sebagai imbalan dalam melakukan peran dalam mengatur lalu lintas. Sedangkan
seharusnya sudah cukup pihak kepolisian yang berhak dalam mengatur lalu lintas. Supeltas
tersebut dalam melakukan aksinya dalam mengatur lalu lintas nantinya akan mendapatkan
upah dari para pengendara sebagai wujud terima kasih yang biasanya imbalan tersebut
berupa uang receh mulai dari Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sampai dengan jumlah tertentu
yang diinginkan oleh pengemudi jalan. Permasalahan Polres Cepek dalam mengatur lalu
lintas dengan meminta ganti rugi semakin mendapat perhatian dari masyarakat karena
banyak Polres Cepek yang tidak mau menerima ganti rugi berupa uang dari pengendara
karena terlalu sedikit, tidak sesuai dengan yang diinginkan. , mengakibatkan pemerasan
terhadap pengemudi kendaraan bermotor.3:

“Barang siapa yang dimaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan paksa atau ancaman kekerasan
untuk memberikan sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian adalah milik orang itu
atau orang lain, atau untuk membuat hutang atau menghapus hutang, adalah
dengan pemerasan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun” .4

Kejadian tersebut membuat masyarakat menganggap keberadaan sukarelawan

pengatur lalu lintas sebagai pelanggaran hukum, sebenarnya terdapat dua fakta dalam
permasalahan tersebut. Fakta pertama adalah petugas pengatur lalu lintas resmi (polisi dan
satpol pp) hingga fasilitas seperti lampu lalu lintas atau traffic light juga kurang dan terbatas,
dimana kekurangan tersebut tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang meningkat
yang memungkinkan banyak titik rawan kecelakaan, sehingga menyebabkan peningkatan
volume kendaraan meningkat atau kemacetan yang sangat besar karena rendahnya personil
pengatur lalu lintas yang berjaga. Selain itu, jika dilihat dari segi ekonomi masyarakat, para
supeltas illegal ini seringkali berasal dari kalangan sederhana atau kelas bawah, sehingga
dengan melakukan pekerjaan sebagai pengatur lalu lintas, mereka dapat memperoleh
penghasilan dan mencukupi kebutuhan ekonomi mereka sehingga dapat mencukupi
kebutuhan bagi kehidupan dan keluarganya. Yang mana, tindakan atau pekerjaan mereka
secara tidak langsung juga dapat dikatakan sebagai solusi dalam menangani permasalahan
pengangguran, sekaligus mengurangi angka kriminalitas. Dari penjelasan tersebut dapat
dikatakan bahwa keberadaan Supeltas ilegal juga sangat bermanfaat, secara positif
mempengaruhi ketertiban lalu lintas dan mencegah banyaknya kriminalitas.5

Berdasarkan permasalahan tersebut, terlihat bahwa keberadaan Supeltas ini kurang
dipahami oleh masyarakat. Karena dapat ditunjukan pula pada perkembangan yang terjadi
di sejumlah kota-kota besar, dimana tindakan pengendara lalu lintas cenderung
menimbulkan kecemasan dan ketakutan pada pengendara sepeda motor akibat banyaknya
pengendara, tindakan illegal barbarisme dan pemaksaan. Kecenderungan semacam ini tentu
saja bermuara pada keberadaan mereka yang akan kontraproduktif bagi masyarakat secara

3Andi Hamzah, KUHP & KUHAP, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hal.74

4 Dini Hariyanti, Hananto Widodo. Penegakan Hukum Terhadap “Polisi Cepek” Di Kota Surabaya
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Universitas Negeri Surabaya,vol 5 No. 4, 2018 h.1

>Dimas Pangastuti, Fenomena dan Upaya Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Dalam Mengatasi
Pengatur Lalu Lintas Ilegal Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kota Bandar Lampung) UIN Raden Intan
Lampung, 2020, hlm.5-6.



keseluruhan, sehingga berpotensi mengancam keamanan mereka sendiri.¢ Pasal 28 ayat(1)
dan (2) UU No.22 Tahun 2009 telah menyatakan bahwa:

(1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan rusak dan atau
teganggunya fungsi jalan.
(2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan
terhadap fungsi alat tersebut

Dimana dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa pada dasarnya setiap orang

atau kelompok dilarang jika hanya menimbulkan gangguan fungsi jalan, yang mana dalam
tindakan Supeltas itu sendiri memang dapat dikatakan perbuatannya benar dan dapat
dikatakan salah jika perbuatannya tersebut. hanya karena upah, bukan karena mereka harus
mengatur ketertiban. atau bisa juga dikatakan hanya mengganggu fungsi jalan.Pasal 200
ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 juga telah menegaskan bahwa:

(1) Kepolisian Negara Republic Indonesia bertanggung jawab atas terselenggaranya
kegiatan yang mewujudkan dan memelihara keamanan Lalu Lintas Dan Angkutan
Jalan

(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
Kerjasama anatara pengawas lalu lintas dan angkutan jalan dengan masyarakat.
Secara umum di Indonesia banyak peraturan yang melarang keberadaan Supeltas

berkeliaran, namun tidak ada aturan khusus yang melarang keberadaan Supeltas. namun,
sudah ada beberapa daerah yang memiliki peraturan mengenai hal ini, salah satunya adalah
kota Surabaya. Dalam mengatur permasalahan lalu lintas, Kota Surabaya mengatur masalah
keberadaan Sukarelawan Pengendali Lalu Lintas (Supeltas) yang tedapat pada Peraturan
Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020 yang merupakan Perubahan atas Peraturan
Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban dan
Ketentraman Umum (Peraturan Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020) ) Lembaran Kota
Surabaya Tahun 2020 Nomor 2 Noreg Kota Surabaya Peraturan No. 1622/2020 diatur untuk
melarang setiap warga kota Surabaya dalam rangka menciptakan ketertiban dan
ketentraman umum. Salah satunya dalam pembahasan ini adalah ketentuan yang diatur
dalam Pasal 6 ayat (1) Perda 2 Tahun 2014 yang berbunyi :7

“ Setiap orang dan atau sekelompok orang yang tidak meiliki kewenangan dilarang

melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau tempat

putar balik arah”

Peraturan yang berlaku di Surabaya tersebut dikatakan bahwa Supeltas tidak boleh
melakukan pengarahan ataupun penertiban lalu lintas tanpa izin, dan jika masih melanggar
akan dikenakan sanksi karena melanggar peraturan daerah. Saksi-saksi yang diajukan
sendiri ke Kota Surabaya dikenai sanksi administratif, Pasal 6 ayat (1) Perda Kota Surabaya
No.2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan ketertiban umum yang diatur dalam Pasal
Peraturan Daerah Kota Surabaya. Ketentuan tersebut dijelaskan lebih rinci dalam Pasal 10
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sanksi
Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2020 Tentang
Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Khususnya Dalam Bentuk peringatan dan/atau
penegakan. Sanksi administratif diberikan oleh Kepala Satpol PP dan/atau Kepala Dinas
Perhubungan Kota Surabaya. Sedangkan penyidikan terhadap pelaku yang diancam pidana
diatur dalam Pasal 6 dan juga nantinya dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil.

SIbid.
"Dini Hariyanti, Hananto Widodo, Op.Cit, h.3



Berbeda dengan Surabaya, di Sidoarjo terdapat beberapa peraturan tentang
ketertiban dan ketentraman lalu lintas di kabupaten Sidoarjo, yang secara khusus diatur
dalam pasal 22 Perda Sidaorjo 10 Tahun 2013 tentang ketertiban umum hanya mengatakan:

1) Setiap orang dan/atau organisasi berkewajiban menciptakan, memelihara,
dan memelihara ketertiban dan kenyamanan.

2) Setiap orang dan/atau organisasi wajib berperan aktif dalam menciptakan
ketertiban umum dan ketenteraman lingkungan

3) Setiap orang dan/atau organisasi wajib melaporkan jika mengetahui atau
mengetahui bahwa telah terjadi gangguan ketertiban dan ketenteraman
masyarakat di Kabupaten Sidoarjo Satuan Polisi Pamong Praja dan SKPD
terkait

Dalam regulasi tersebut terlihat adanya kendala sehingga masih belum jelas bagaimana

pelaksanaan penegakannya terkait masalah keberadaan Supeltas. Permasalahan yang akan
di teliti memerlukan penelitian yang mendalam mengenai beroperasinya Supeltas dalam
menjaga ketertiban lalu-lintas, dimana terdapat kesenjangan antara harapan dengan
kenyataan. atas dasar beberapa pertimbangan diatas guna dapat mengetahui sejauh mana
efektifitas pada regulasi hukum yang berlaku guna menjawab peran sukarelawan pengatur
lalu lintas yang keberadaannya semakin banyak di kota-kota besar tetapi belum memiliki
aturan yang terlaksana, maka timbul rumusan masalah mengenai kebijakan pemerintah
Kabupaten Sidoarjo agar Peran Sukarelawan Pengatur Lalu lintas (supeltas) dalam menjaga
ketertiban lalu lintas agar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan perlu diketahui
sebagaimana efektifitas penegakan perda no.10 Tahun 2013 dalam mencapai ketertiban dan
ketentraman di Kabupaten Sidoarjo.

Metode Penelitian

Metode penelitian penulis melakukan penelitian hukum yang dilakukan dengan
metode hukum empiris, yang merupakan penelitian yang berkaitan dengan peraturan
tertulis dan kemudian melihat bagaimana penerapannya di lapangan. . Penelitian empiris
forensik juga digunakan untuk membahas dan mengkaji pertanyaan mengenai keberadaan
Supelta dan legitimasinya. Pendekatan yang dilakukan untuk meneliti adalah pendekatan
perundang-undangan dengan menggunakan ketentuan hukum. Jenis dan sumber hukum
dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang menyajikan semua persoalan penjelas dalam
bentuk deskriptif dalam berbagai persoalan hukum. Yang menjadi persoalan adalah peran
Sukarelawan Pengawas Lalu Lintas (Supeltas) dalam mengatur lalu lintas di Sidoarjo.
Dokumen hukum dalam penelusuran ini meliputi tiga jenis, yaitu dokumen hukum primer,
dokumen hukum sekunder, dan dokumen hukum tersier. Dalam penelitian ini, peneliti akan
mengumpulkan data untuk mendukung penelitian melalui wawancara atau wawancara dan
data kualitatif akan diperoleh dari hasil wawancara tersebut. Sehingga selanjutnya akan
dapat ditarik kesimpulan deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari pernyataan umum ke
pernyataan khusus sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah tersebut.

Pembahasan

Pemerintahan selalu terdapat peraturan yang telah ditetapkan tanpa adanya
penyimpangan dari peraturan yang ada. Sehingga hal ini dapat dikaitkan dengan ketaatan,
karena dengan rasa ketaatan tidak ada penyimpangan, dan tidak ada penyimpangan berarti
ketertiban. Ketertiban umum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010



tentang Satuan Polisi Pamong Praja (PP Nomor 6 Tahun 2010). Menurut Pasal 1 Nomor 10
PP Nomor 6 Tahun 2010, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah kondisi
dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk
melakukan kegiatannya secara damai, tertib dan tertib.8 Menelusuri ketentuan PP No. 6
Tahun 2010 menunjukkan bahwa kondisi ketertiban dan ketentraman masyarakat tidak
berasal dari kondisi masyarakat dalam pemerintahan yang otoriter. Kondisi ketertiban dan
ketentraman masyarakat terjadi dalam kondisi yang dinamis. Sehingga, masyarakat secara
aktif memimpin kehidupan masyarakat tanpa tekanan. Selain masyarakat, pemerintah dan
pemerintah daerah juga dapat menjalankan fungsi pemerintahan dengan cara baik.9

Perwujudan tercapainya peraturan daerah, maka masing-masing Pemerintah
Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia berusaha memaksimalkan pengaturan guna
melindungi masyarakat dalam gangguan atau yang dapat mengganggu kegiatan atau
aktifitas masyarakat yang menyangkut ketertiban umum. Bentuk konkrit dari peraturan
tersebut adalah dengan membentuk peraturan daerah dalam rangka mengatasi masalah
ketertiban umum. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 23 Tahun 2014), ketentraman dan ketertiban
masyarakat merupakan kewenangan Pemerintah Daerah sebagai Urusan Pemerintahan
Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota
dalam ketentraman dan ketertiban masyarakat antara lain:

a. penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) wilayah
kabupaten/kota;
. penegakan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota;
c. pengembangan PPNS kabupaten/kota.
Pengaturan lalu lintas ialah salah satu bentuk dari kewenangan setiap pemerintahan

dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang merupakan salah satu urusan
pemerintah. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa:

“Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-
masing instansi meliputi:

e. urusan pemerintahan di bidang Pendaftaran dan Identifikasi Kendaraan
Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Manajemen Operasional
dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan lalu lintas, oleh Kepolisian
Negara Republik Indonesia.”

Yang dimaksud dengan operasional dalam pasal di atas adalah penyelenggaraan

kegiatan pada bidang angkutan serta sistem angkutan jalan yang meliputi penjagaan,
pengaturan, pengendalian , komunikasi hingga koordinasi di bidang lalu lintas jalan dan
sarana pengangkut. Pengaturan lalu lintas adalah pengaturan lalu lintas yang berada di
bawah kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adanya aturan yang mengatur
tentang kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal ini Satuan Polisi
Lalu Lintas yang bertanggung jawab dalam pengaturan lalu lintas, menunjukkan bahwa
kewenangan mengatur lalu lintas telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.10

8 Yu Un Oppusunggu, Pertemuan Hukum dan Sosiologi dalam Penerapan Ketertiban Umum,
“Hukum, Masyarakat & Pembangunan”, Vol. 1, No.3

® Victor Immanuel W. Nalle, Studi Sosio-Legal Terhadap Ketertiban Dan Ketentraman Di Kabupaten
Sidoarjo, Jurnal Hukum & Pembangunan 47 No.3 (2016): 233-22

19Dini Hriyanti, Hananto Widodo, Penegakan Hukum Terhadap “Polisi Cepek” Di Kota Surabaya
berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jurnal S1 Ilmu Hukum, Fakultas [lmu Sosial dan Hukum, Universitas
Negeri Surabaya. vol 5 No. 4, 2018. hal.3



Selain itu, Perubahan tersebut juga terlihat dari besarnya ganti rugi yang harus
dibayarkan pejalan kaki kepada polisi kurus setiap kali mereka melewati pejalan kaki.
Seperti yang kita ketahui bersama, mereka di juluki sebagai Polisi Lambat karena
kompensasinya sekitar Rp 100, namun sekarang para laner biasanya memberikan upah yang
di mulai dari pecahan Rp.500 hingga Rp.2000. pemberian upah tersebut juga dianggap wajar
karena zaman sudah berkembang yang tentunya sudah jarang masyarakat yang segan
memberikan upah Rp.100 dengan jasa yang sedemikian. Namun di luar itu, dipastikan dada
rupiah mereka juga akan terus tumbuh. Selain itu, kita dapat mengamati pergeseran budaya
polisi ini ke sasaran mereka. Disebutkan sebelumnya bahwa mereka adalah orang-orang
yang tulus membantu kelancaran lalu lintas, terutama saat kemacetan lalu lintas seperti jam
sore ketika semua orang sedang bekerja ketika mereka pulang dari meja kerja mereka. Tapi
sekarang, mereka mendapat manfaat darinya sebagai pekerjaan bergaji tinggi di mata
mereka. Keberadaan supeltas juga tidak memerlukan modal untuk menjadi polisi atau
pengatur lalu lintas, karena hanya dengan peluit dan rompi bahkan tidak perlu, mereka
sudah dapat mencari nafkah dan bekerja. Sehingga siapapun bisa berpeluang. Ditambah
lagi, daya pikat uang yang akan mereka dapatkan dari setiap pengendara membuat mereka
senang untuk menukarkannya. Beberapa menggunakannya sebagai pekerjaan sampingan di
samping pekerjaan utama mereka. sehingga mereka dapat mempraktekkan profesi ini di
luar jam kerja utama di kantor perusahaan. Namun, tidak jarang sebagian dari mereka
menganggap ini sebagai profesi utama mereka. Mereka sering menganggur tanpa
penghasilan. Namun, semua dianggap sah mengingat kedua belah pihak, baik pengemudi
maupun Supeltas itu sendiri juga diuntungkan.!!

Dilihat dari Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2001 dan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, tidak ada
kata atau istilah untuk bantuan pengaturan lalu lintas polisi atau sukarelawan. Hal ini
menjadi permasalahan jika membahan definisi huum, tugas dan wewenang, serta urgensi
dari relawan operator lalu lintas itu sendiri (Supeltas). Keberadaan Supeltas hanyalah salah
satu wujud minimnya aparat kepolisian di masyarakat. Namun, tugas dan kekuasaan negara
adidaya tidak jelas secara hukum di mana batasannya.

Penegakan ketertiban umum Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Sidaorjo Nomor
10 Tahun 2013 tentang Ketertiban dan Ketertiban Umum (Perda Kabupaten Sidoarjo
Nomor 10 Tahun 2013) hanya menyatakan bahwa:

1. Setiap orang dan/atau badan wajib menciptakan, memelihara, dan memelihara
ketertiban dan kenyamanan.

2. Setiap orang dan/atau badan harus berperan aktif dalam menciptakan ketertiban
umum dan ketenteraman lingkungan

3. Setiap orang dan/atau badan wajib melaporkan jika melihat atau mengetahui
telah terjadi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat kepada
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo dan SKPD terkait.12

Keberadaan Perda Status Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 Tentang
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 10
Tahun 2013) masih banyak mengandung pelanggaran dan celah hukum di Bupati Sidoarjo.
daerah, hal itu karena kecamatan Sidoarjo merupakan ibu kota Sidoarjo. Kecamatan
gedangan dan kecamatan waru yang merupakan kecamatan terdekat dengan kecamatan

' Asal Wahyuni Erlin Mulyadi, Supeltas Dan Pelican Crossing: Ragam Inovasi Pelayanan Publik di Kota
Surakarta, Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik, Vol.2 No.1, 2016
12 Victor Immanuel W. Nalle, Studi, Op.Cit.



Sidoarjo juga dipengaruhi factor tersebut. Perkembangan wilayah perkotaan, industri,
masyarakat dan berbagai masalah sosial yang terjadi merupakan faktor penentu terjadinya
kejahatan atau kenakalan di lingkungan perkotaan (epidemiologi kriminal) sehingga kota
itu sendiri juga merupakan kejahatan.’® bermanifestasi di daerah perkotaan. daerah.
Peraturan daerah berlaku di Kabupaten Sidoarjo dan tidak merata pada pemekaran selain
yang ada di sekitar Kabupaten Sidoarjo. Sehingga banyak pelanggaran yang cenderung
berasal dari daerah tetangga, yaitu Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Candi, Kecamatan Waru
dan Kecamatan Buduran.

Adanya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 yang membahas mengenai
pengaturan jalan raya, jalur hijau, taman, trotoar serta fasilitas umum, terutama mencakup
beberapa pelanggaran diantaranya seperti pengguna jalur hijau, jalan, trotoar dan taman di
luar dari peraturan. Kebanyakan pelanggar melanggar peraturan ini karena mereka
menggunakan jalan hingga trotoar dan taman untuk menjual barang, penerapan peraturan
ini dalam Pasal 8 yang yang lebih mengacu pada pedagang kaki lima sebagai sektor
pendapatan masyarakat. Penegakan dan pengaturan liungkunagannya pun lebih
menitikberatkan pada pelanggaran-pelanggaran seperti kios-kios liar, perdagangan yang
dapat merusak atau mengganggu fungsi jalan, trotoar hingga taman tersebut.

Berdasarkan observasi lapangan dan hasil wawancara di atas, peneliti dapat
berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait dengan
keberadaan Supeltas aktif di jalan raya masih kurang dan lemah karena selalu berpihak pada
sisi kemanusiaan. dalam menerapkan hukum yang ada dan saling bertentangan serta lempar
tanggung jawab. Keberadaan Supeltas yang beredar di Sidoarjo memang sangat banyak,
satu sisi memang dapat dilihat bahwa keberadaan mereka diperlukan seperti salah satu
narasumber A (Supeltas) beliau mengatakan bahwa peran mereka dalam mengatur murni
atas kemanusiaan dan sukarela, tidak ada pembinaan dari pihak terkait serta jarang adanya
pengawasan atas keberadaannya atau di biarkan saja. di sisilain penulis juga menemukan
narasumber di arah atau wilayah yang berbeda, Narasumber mengatakan juga sama hal nya
seperti yang sebelumnya, bahwa mereka bekerja atas kemauan sendiri tanpa adanya
suruhan ataupun pembinaan, tetapi narasumber B keberadaannya sering menimbulkan
kemacetan karena ketidakmampuannya untuk mengatur sendiri, serta dengan melakukan
pengaturan lalu lintas di usia yang tergolong muda, Supeltas B rela berganti profesi yang
dahulunya bekerja bahkan memiliki usaha kecil, rela berganti menjadi Supeltas karena
menurutnya pekerjaan tersebut memiliki upah yang lebih tinggi dan menjanjikan. Dalam
bertugas mereka pernah juga mendapati teguran saja apabila terdapat polisi yang sedang
berjaga, yang mana hanya teguran biasa agar kondisi jalanan bersih disaart jalan sedang di
perlukan.

Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas) sebenarnya juga merupakan bentuk
perealisasian dari masyarakat Indonesia sendiri yang senang membantu. Meskipun
kehadirannya menuai pro dan kontra pada kehidupan masyarakat, tetapi pekerjaan atau
tindakannya tetaplah illegal dan tidak sah untuk dilakukan. Keberadaan mereka memang
sangat mulia, dimana mereka bersedia dengan suka rela berdiri di persimpangan jalan raya
untuk membantu kelancaran jalannya lalu lintas. Mereka tidak pernah memungut imbalan

13 Rycko Amelza Dahniel,“Manajemen Mobilitas Penduduk untuk Mencegah Konflik Sosial Dalam Rangka
Ketahanan Nasional” http://polisikita.id/index.php/kriminologi/44-pengelolaan-mobilitas-penresident



dari apa yang mereka lakukan, tetapi jika mereka diberi imbalan oleh pengguna jalan raya,
maka hal itu merupakan tanda terimakasih para pengguna jalan tersebut karena telah
dibantu untuk berkendara dengan nyaman dalam menghadapi lalu lintas di kota besar
seperti Surabaya dan Sidoarjo. 14
Mengenai masalah keberadaan Supeltas, pasal tersebut menjelaskan bahwa dalam
masyarakat, setiap orang atau orang berhak untuk menciptakan dan memelihara ketertiban
guna mencapai kehidupan yang damai. Sama halnya dengan keberadaan Supeltas atau
polisi Cepek, yaitu orang atau warga yang dengan sengaja melaksanakan perintah tanpa
disuruh dan melakukannya dengan sukarela. Menurut pendapat atau pandangan
masyarakat banyak faktor yang muncul dan bertambahnya jumlah Supeltas. yang pertama
adalah jumlah kendaraan yang bertambah atau bertambah, bertambahnya jumlah
kendaraan merupakan dampak dari bertambahnya jumlah penduduk. Kendaraan yang
menjadi sarana memudahkan seseorang mempermudah masyarakat dan orag-orang untuk
melakukn perjalnan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Peningkatan jumlah kendaraan
yang tidak diimbangi dengan ruas atau fasilitas jalan yang kurang memadai akan
menyebabkan kemacetan. Terjadinya kemacetan ini menyebabkan munculnya Supeltas
yang memanfaatkan jalan yang padat untuk mencari nafkah. Munculnya pekerja Supeltas
justru membuat polisi lalu lintas jarang ada di titik-titik jalan yang rawan macet, dan tidak
mengatur lalu lintas disaat jam padat seperti di pagi hari saat berangkat sekolah, berangkat
kerja, dan pulang kerja. bekerja, padahal peran polisi lalu lintas sangat dibutuhkan pada
jam-jam tersebut.15
Dibandingkan kota Surabaya, penegakan hukum pada kota Surabaya sudah
dilaksanakan sejak undang-undang tersebut telah diresmikan. Peraturan Daerah Kota
Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penegakan Ketertiban Umum merupakan salah satu
dari sejumlah produk hukum atau peraturan tertulis yang dikembangkan oleh pemerintah
daerah yaitu Walikota Surabaya. Terselenggaranya ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat merupakan tugas daerah untuk mendesentralisasikan kekuasaan guna menjaga
keamanan dan kenyamanan masyarakat. Adanya Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020
tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketertiban Umum mengatur larangan bagi
setiap warga Kota Surabaya dalam rangka menciptakan ketertiban dan ketentraman
masyarakat.
“Setiap orang dan/atau kelompok orang yang tidak memiliki kewenangan
dilarang mengatur lalu lintas di persimpangan jalan, tikungan, atau jalan
memutar.”16
Pasal di atas dengan jelas menyatakan bahwa dilarang keras bagi mereka yang tidak
memiliki wewenang untuk mengemudikan kendaraan. Namun pada kenyataannya,
sepertinya aturan sederhana tetapi tidak diikuti dengan tepat. Pelanggar ketentuan ini
selanjutnya juga dapat dikenakan atau diberi sanksi administrative yang berupa teguran
lisan dan/atau penindakan. Di Kota Surabaya keberadaan Supeltas ini penegakan hukumny
dapat dikatakan bahwa untuk mengatasi keberadaan Supeltas dilakukan dengan cara yang
manusiawi yaitu hanya dengan memberikan teguran lisan dan atau penertiban kepada
Supeltas yang dianggap mengganggu. pengendara berdasarkan laporan dari masyarakat.
oleh karena itu pihak-pihak yang terkait tidak melakukan tindakan keras untuk mengontrol

14 Dhastia Sari, Respon Masyarakat Terhadap Supeltas (Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas) di Kota
Pekanbaru, JOM FISIP Vol.7 Edisi II Juli, 2020, h.4

15 Nova Sombang, Partisipasi Masyarakat Dalam Perancangan Pembangunan (Studi di Desa Wori
Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara), Jurnal Fisip Unsrat, 2021.

15Dini Hariyanti, Hananto Widodo, Op.Cit, h.3



keberadaannya karena menurut hasil wawancara dengan salah satu organisasi Supeltas,
mereka mengatakan keberadaan mereka telah mendapat izin resmi dari Kementerian
Perhubungan, oleh karena itu, dalam peraturan kota Surabaya jelas ada larangan soal ini.
untuk dapat melihat adanya kendala dalam penerapan hukum terhadap Supeltas di kota
Surabaya antara lain disebabkan oleh tidak jelasnya ketentuan mengenai klasifikasi sanksi
terhadap Supeltas, dalam hal ini sanksi administratif atau sanksi administrasi. sanksi pidana;
polisi tidak memberikan sanksi tegas kepada Supeltas dan Supeltas sendiri, yang tidak
menghormati aturan yang berlaku maupun individu, yaitu pengemudi kendaraan bermotor
yang cenderung membutuhkan dukungan Supeltas untuk membantu mengatur sirkulasi.
Dengan demikian dapat kita lihat bahwa terdapat kendala dalam penerapan hukum
terhadap Supeltas di kota Surabaya antara lain karena belum jelasnya peraturan yang
mengatur tentang klasifikasi sanksi terhadap dengan Supeltas, dalam hal ini sanksi
administrasi atau sanksi pidana. ; polisi tidak menjatuhkan sanksi kepada Supeltas; dan
Supeltas sendiri yang tidak mengikuti aturan yang berlaku maupun perorangan yaitu
pengendara kendaraan bermotor cenderung membutuhkan pendampingan Supeltas untuk
membantu mengatur lalu lintas.

Berdasarkan hasil wawancara tentang penerapan undang-undang tentang
keberadaan supelta di kota surabaya, penerapan undang-undang tentang keberadaan
supelta di kota surabaya, dapat dikatakan bahwa untuk mengatasi keberadaan supelta di
kota Surabaya Supeltas dilaksanakan secara manusiawi, antara lain dengan memberikan
teguran lisan dan/atau sanksi kepada pengawas yang mengganggu pengendara
berdasarkan laporan dari masyarakat. agar pihak-pihak yang terkait tidak melakukan
tindakan keras untuk mengontrol keberadaan mereka karena menurut hasil wawancara
dengan salah satu surat kabar Supeltas, mereka mengatakan keberadaan mereka telah
mendapat izin resmi dari Kementerian Perhubungan. peraturan Kota. Surabaya ternyata ada
larangannya. untuk dapat melihat adanya kendala dalam penerapan hukum terhadap
Supeltas di kota Surabaya antara lain disebabkan oleh tidak jelasnya ketentuan mengenai
klasifikasi sanksi terhadap Supeltas yang dalam hal ini bersifat administratif atau sanksi
pidana; polisi tidak menjatuhkan sanksi tegas kepada Supeltas; dan Supeltas sendiri, yang
tidak menghormati aturan yang berlaku, dan individu, yaitu pengemudi kendaraan
bermotor, cenderung membutuhkan bantuan Supeltas untuk membantu mengatur lalu
lintas. Oleh karena itu, dapat direkomendasikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan
Dinas Perhubungan Kota Surabaya untuk memberikan sanksi administratif berupa
peringatan dan/atau pemeriksaan agar selalu dilakukan saat patroli. Hal ini tidak serta
merta menertibkan dengan paksa, namun setelah mendapat teguran tersebut, diharapkan
Supeltas memahami bahwa apa yang mereka lakukan melanggar aturan tentang ketertiban
umum di kota Surabaya. Selain itu, Satpol PP lebih aktif mensosialisasikan dan melatih
Supeltas dalam bentuk apapun, baik melalui media sosial maupun tatap muka. Hal ini
secara bertahap dapat meningkatkan kesadaran legitimasi masyarakat, guna menciptakan
ketertiban dan ketentraman umum di Kota Surabaya.!” Satpol PP Kota Surabaya juga tidak
memiliki program khusus, namun Satpol PP berupaya menjalin kerjasama dengan instansi
terkait yang memiliki program pendampingan anak jalanan, salah satunya beberapa bekerja
sama dengan dinas sosial kota Surabaya. Surabaya. Menurut hasil wawancara dengan
anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, penguasaan dan pengelolaan Supeltas
di Kota Surabaya tidak sepenuhnya berada dalam wilayah hukumnya.

17 Ibid, h.5



Dengan demikian dapat diketahui bahwa terdapat hambatan dalam penerapan
undang-undang terhadap Supeltas di kota Surabaya antara lain karena tidak jelasnya
ketentuan mengenai klasifikasi sanksi terhadap Supeltas, dalam hal ini sanksi administratif
atau pidana; polisi tidak menjatuhkan sanksi kepada Supeltas; dan Supeltas sendiri, mereka
yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku maupun individu yaitu operator kendaraan
bermotor cenderung membutuhkan bantuan Supeltas untuk membantu mengatur lalu
lintas. Ini adalah kasus di mana polisi tidak menjatuhkan sanksi tegas kepada Supeltas; dan
Supeltas sendiri, mereka yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku maupun individu
yaitu operator kendaraan bermotor cenderung membutuhkan bantuan Supeltas untuk
membantu mengatur lalu lintas. Ini adalah kasus di mana polisi tidak menjatuhkan sanksi
tegas kepada Supeltas; dan Supeltas sendiri, mereka yang tidak mematuhi peraturan yang
berlaku maupun individu yaitu operator kendaraan bermotor cenderung membutuhkan
bantuan Supeltas untuk membantu mengatur lalu lintas.

Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan respon masyarakat mengenai
keberadaan Supeltas. Supeltas itu ilegal dan sebagainya. Serta mengetahui bagaimana sikap
masyarakat terhadap supeltas. Respon masyarakat terhadap fenomena supeltas yang
dimaksud adalah semua atau keseluruhan jawaban dari responden yang berkaitan dengan
pengetahuan terhadap sebutan Supeltas atau Polisi Cepek, Supeltas mengatur lalu lintas
secara illegal, Supeltas bekerja secara sukarela, pengetahuan tentang tidak adanya aturan
untuk memberikan retribusi kepada supeltas, yang berwenang mengatur lalulintas hanya
petugas dishub/polantas, dan pengrtahuan terhadap jam-jam supeltas bekerja, yang
kemudian ditingkat dari baik, cukup, dan kurang baik, setelah itu ditarik kesimpulan untuk
mengetahui bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat dan untuk memudahkan dijadikan
sebuah bacaan dari hasil jawaban-jawaban responden.

Berdasarkan jawaban responden menujukan bahwa masyarakat yang memiliki
pengetahuan baik yaitu sebanyak 15 orang dengan persentase 90,0%, kemudian untuk
masyarakat yang memiliki pengetahuan cukup yaitu 5 orang dengan persentase 10,0%, dan
0 untuk yang pengetahuannya kurang. Setelah dilakukannya perhitungan tersebut
kemudian ditingkatkan maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan masyarakat Kota
Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo dari hasil pendataan responden tersebut terkait
keberadaan Supeltas bekerja dengan baik dan tidak, terdapat hasil 50:50, dimana keberadaan
Supeltas melakukan tindakannya dengan baik. Dari 10 responden yang merespon positif
beranggapan bahwa dengan keberadan supeltas mereka merasa terbantu, meskipun
sebagian masih beranggapan bahwa supeltas hanya dibutuhkan disaat jalanan macet dan
apabila mereka bekerja mengatur lalulintas berdua tidak sendiri. Sedangkan 10 responden
yang merespon ragu-ragu terhadap keberadaan Supeltas beranggapan bahwa dengan
adanya supeltas memungkinkan membuat kemacetan semakin parah karena ketidak tahuan
atau ketidak pahamannya dalam mengatur lalulintas.

Menurut beberapa responden mengatakan bahwa keberadan Supeltas tidak efektif
dan juga ada yang mengatakan bahwa keberadaannya efektif dan diperlukan. Dalam peran
atau pekerjaan, polisi cepek terkadang sangat berdampak pada perubahan situasi di jalanan
terlebih di bagian jalan yang seharusnya membutuhkan fasilitas seperti traffic light, atau
penjagaan polisi lalu lintas . Dalam keadaan yang mungkin dapat disebut keadaan tidak
terduga setiap persimpangan jalan yang minim fasilitas jalan dan penjagaan keberadaan
polisi cepek menjadi sosok yang secara tidak langsung dibutuhkan oleh masyarakat. Dimana
secara tidak langsung keberadaan Supeltas dibutuhkan dengan pengecualian hanya di
wilayah atau lokasi tertentu yang sangat membutuhkan jasanya.



4. Penutup
Kesimpulan

1. Terkait permasalahan Supeltas di Kota Surabaya, dapat disimpulkan bahwa penegakan
hukum terhadap keberadaan Supeltas di Kota Surabaya dapat diketahu pada Perda No.2
Tahun 2020 yang merupakan pembaruan atas Perda No.WW Tahun 2014 tentang
penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman umum (Perda Kota Surabaya No. 2
Tahun 2020) secara tegas melarang Setiap warga kota Surabaya yang bertujuan untuk
menciptakan ketertiban serta ketentraman masyarakat tanpa adanya kewenangan, yang
mana secara langsung menunjukann bahwa keberadaan Supeltas di kota Surabaya dilarang
dilarang keras dan diatur dengan jelas secara tertulis dan ada sanksi jika ada pelanggaran,
dilakukan secara manusiawi yaitu tidak memberikan peringatan dan/atau kontrol lisan
kepada Supelta yang hanya mengontrol Supelta yang dianggap mengganggu pengemudi
berdasarkan laporan dari masyarakat. Hambatan dari penegakan dan perealisasian hukum
terhadap Supeltas di Kota Surabaya antara lain karena adanya aturan yang jelas yang
mengatur tentang keberadaan Supeltas serta sanksi yang dalam hal ini berupa sanksi
administrasi. Atau hukuman pidana, yang dengan jelas menyatakan bahwa keberadaannya
dilarang tetapi pihak-pihak tersebut boleh beroperasi. sehingga polisi tidak secara tegas
menjatuhkan sanksi kepada Supeltas. Pihak yang seharusnya memiliki kewenangan seperti
Satpol PP untuk diberikan kontrol ini adalah Kementerian Perhubungan, disini sepertinya
instansi ini tidak memahami susunan Supeltas sehingga melempar tanggung jawab.

2. Tentang masalah Supeltas di Kabupaten Sidoarjo, pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten
Sidoarjo 10 Tahun 2013 tentang ketertiban umum dan ketertiban umum hanya menyatakan
bahwa merupakan tugas setiap orang atau kelompok harus menciptakan, melestarikan dan
memelihara ketertiban dan kenyamanan. Serta juga ada sanksi yang bisa diberikan dalam
bentuk peringatan oleh pihak berwenang. Namun, penempatan Supeltas di Kabupaten
Sidaorjo masih belum jelas dan tidak efektif karena ruang lingkup Perda tidak ada. 10 Tahun
2013 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Keberadaan
Supeltas di Sidoarjo tergolong bebas, tanpa larangan atau pengawasan Satuan Polisi Pamong
Praja. Penyelarasan pada peraturan perundang undangan yang lebih itnggi juga harus
diperhatikan agar nantinya dalam perealisasian peraturan daerah guna menciptakan
ketentraman dan ketertiban tidak lagi bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Saran

Ditujukan kepada Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kota Surabaya dan Kabupaten
Sidoarjo untuk menerapkan pemberian saksi yang berupa saksi adminitratif seperti teguran
serta pengendalian agar tetap dilakukan saat melakukan patroli. Hal ini tidak serta merta
menertibkan secara paksa, namun dengan diberi peringatan, Supeltas memahami bahwa
yang dilakukan adalah melanggar aturan tentang ketertiban umum. Selain itu, Satpol PP
dan Dinas Perhubungan lebih focus lagi dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan
kepada Supeltas dalam bentuk apapun, baik melalui media sosial maupun tatap muka. Hal
ini sedikit demi sedikit akan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum,
guna terciptanya ketertiban dan ketentraman masyarakat.



Hal ini ditujukan kepada Polantas Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo untuk
menambah personel oleh Polisi Lalu Lintas dan mengatur lalu lintas di daerah dan waktu
tertentu, sehingga kondisi jalan menjadi lebih tertib dan masyarakat tidak memiliki
ketergantungan pada Supeltas, Apalagi jika melanggar peraturan lalu lintas.

Daftar Bacaan

Andi Hamzah, “KUHP DAN KUHAP”, Rineka Cipta, Jakarta, 2011

Asal Wahyuni Erlin Mulyadi,, Supeltas Dan Pelican Crossing: Ragam Inovasi Pelayanan Publik
di Kota Surakarta, Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik, Vol.2 No.1, 2016

Dhastia Sari, Respon Masyarakat Terhadap Supeltas (Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas) di Kota
Pekanbaru, JOM FISIP Vol.7 Edisi II Juli, 2020

Dimas Pangastuti, Fenomena dan Upaya Pemerintah Daerah Kota.Bandar Lampung Dalam
Mengatasi Pengatur Lalu Lintas Ilegal Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus
Di Kota Bandar Lampung) UIN Raden Intan Lampung, 2020

Dini Hariyanti, Hananto Widodo. Penegakan Hukum Terhadap “Polisi Cepek” Di Kota
Surabaya Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku. Jurnal SI Ilmu
Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya,vol 5 No.
4,2018

Imra Atul Husna Lukra, Fitri Eriyanti, Efektivitas Penerbitan Aksi Pak Ogah Dijalan Raya Oleh
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang, Jurnal Administrasi Publik, FIS, Universitas
Negeri Padang, Vol.1 No.3, 2019.

Nova Sombang, Partisipasi Masyarakat Dalam Perancangan Pembangunan (Studi di Desa Wori
Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara), Jurnal Fisip Unsrat, 2021.

Rizky Novita Sari, Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Berbasis Pelestarian Lingkungan di
Kabupaten Sidoarjo, Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemsyarakatan, Vol.10, No.2

Tomy Michael, Soebagio Boerhan Negara Dan Eksistensinya Dalam Privasi Subjek Hukum,
Jurnal Hukum Magnum Opus Agustus 2020.Vol.3, No.2.

Victor Immanuel W. Nalle, Studi Sosio-Legal Terhadap Ketertiban Dan Ketentraman Di
Kabupaten Sidoarjo, Jurnal Hukum & Pembangunan 47 No.3 (2016): 233-22

Yu Un Oppusunggu, Pertemuan Hukum dan Sosiologi dalam Penerapan Ketertiban
Umum, “Hukum, Masyarakat & Pembangunan”, Vol. II, No.3

“Manajemen Mobilitas Penduduk untuk Mencegah Konflik Sosial Dalam Rangka
Ketahanan Nasional” http:/ /polisikita.id/index.php/kriminologi/44-pengelolaan-
mobilitas-penresident



